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Abstract: This study seeks to uncover various aspects contained in organizational performance, how the organization can be better and what factors influence it. In the study of theories from previous studies as revealed by Mahsun (2006) and Wibowo (2008) performance is a goal achievement. Then Pasolong (2010) argues that performance can be seen from two sides, namely individuals (employees) as well as from the organization. Some researchers state that organizational performance depends on individual performance, if the performance of each employee is good it will have a good impact on organizational performance. But the statement still cannot answer the aspects contained in the organization that can directly influence the achievement of organizational   results.   This   study   seeks   to   reveal   what   aspects   can   trigger organizational achievement in accordance with its objectives and how researchers see that it is an indicator that triggers good organizational performance that can be seen in terms of measurement.
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1. 
PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang didasari UU No. 22 Tahun 1999,  UU No.  32  Tahun  2004  dan  UU  No.  25 Tahun  1999,  UU  No.  33  Tahun  2004 menunjukkan usaha pemerintah untuk memperbaiki  kinerja  sektor  publik sistem pemerintahan lama dan Mewujudkan good government governance. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang menyediakan service and goods terhadap masyarakat. Suatu capaian akan diukur berdasarkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh organisasi sektor publik  yang  bersangkutan.  Maka  dari itu diperlukan penanaman pola fikir bagaimana menyediakan  layanan  yang akan menghasilkan kepuasan kepada masyarakat. Organisasi sektor publik tidak dapat dikatakan good government governance  meskipun  income meningkat  namun  tidak  dapat memenuhi kepuasan masyarakat disamping itu, Haryono (2013).

Salah  satu  alasan  pemerintah menetapkan berbagai macam peraturan adalah sebagai dasar pembatas gerak masyarakat agar terarah dan bernilai. Misalkan dalam dunia akuntansi dikenal peraturan dengan sebutan standar akuntansi yang dalam pemerintahan ada yang disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP difungsikan sebagai acuan atau kerangka dalam penyusunan   laporan   keuangan   agar dapat dinilai. Namun jika kita melihat lebih   dalam   lagi   sebelum   laporan keuangan  tersusun,  rencana  anggaran disusun     sebagai     dasar     penetapan rancangan    kinerja    dengan    berbagai aspek        didalamnya.        Berdasarkan beberapa gambaran yang terjadi diatas merupakan  rangkaian  yang  ada  dalam kehidupan organisasi. Keadaan tersebut terjadi  karena  adanya  kerjasama  antar individu atau organisasi yang memiliki sebuah    tujuan    yang    ingin    dicapai bersama. Esensi dari kinerja organisasi adalah gambaran mengenai hasil kerja dari   kegiatan    kerjasama   di   antara anggota   organisasi   untuk   mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Organisai sektor publik di tuntut untuk selalu memperbaiki kinerjanya sebagai wujud      mereka      dalam      melayani keinginan masyarakat. Setiap organisasi sektor  publik  memiliki  capaian  yang berbeda,       dengan       hal       tersebut pengukuran   kinerja   akan   didasarkan pada   kriteria   dari   oragnisasi   sektor publik. Contoh capaian dari rumah sakit dan  sekolah  adalah  berbeda,  dengan demikian            maka            rangkaian kinerjanya pun    berbeda    yang    akan berdampak pada capaian yang berbeda dan cara mengukur capaian kinerjanya akan      berbeda.      Sihombing      dan Puvanasvaran     (2010)     permasalahan dalam  perbaikan  kinerja  sering dikaitkan pada aspek: 1. Kurangnya Motivasi para pekerja, 2. Kurang luas dan terbukanya capaian karir terhadap pengembangan diri. 3. Pengutamaan ambisi   dalam   mencapai   karir   lebih tinggi daripada potensi dari pegawai itu sendiri, 3. Seleksi pegawai didasarkan pada sistem kekeluargaan, karena terbatasnya ruang pemilihan pegawai handal.

Jika beberapa aspek tersebut dapat di atasi,  dimungkinkan  kinerja  sektor publik  akan  menjadi  lebih  baik  dan dapat mencerminkan Good Government Governace. Organisasi sektor publik hendaknya memperhatikan masalah tersebut sebagai tindakkan perbaikan pelayanan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya yang tidak sebatas kepada kenaikan income namun juga dapat memenuhi kepuasan dan keinginan masyarakat.

Kinerja organisasi publik harus dapat mencerminkan keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengukuran kinerja     dapat     dimodifikasi     sesuai keperluan dan  sesuai dengan basis dari organisasi sektor publik yang bersangkutan. Pengukuran Kinerja adalah  suatu  proses  penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi  penggunaan  sumber  daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja  digunakan  untuk  menilai prestasi pimpinan dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pimpinan dalam pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas disini bukan sekedar kemampuan menunjukkan uang publik dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukan bahwa uang publik  tersebut  telah  dibelanjakan secara ekonomies, efisien, dan efektif dan dari keadaan tersebut menghasilkan suatu capaian yang berguna dan bermanfaat ekonomi.

2. 
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
Organisasi secara umum dapat di artikan sebagai dua (2) atau lebih individu yang tergabung dalam sebuah kelompok yang memiliki visi dan misi yang sama serta memiliki tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Setiap organisasi biasanya memiliki tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam menyusun sebuah perencanaan sebelum melaksanakan  kegiatan  sebagai tindakan untuk mencapai tujuan, hendaknya organisasi memandang perubahan lingkungan. Di era globlalisasi  seperti  sekarang  ini, kondisi, ekonomi, politik, budaya dan lainnya sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup organisasi. Menurut Yuliana  (2016)  organisasi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mudah         beradaptasi         dalam lingkungan  yang  rumit  serta tanggap dalam memahami perubahan lingkungan utamanya perkembangan  teknologi. Organisasi akan kalah bersaing dengan organisasi lainnya jika sebuah organisasi tidak cepat tanggap dalam menghadapi kondisi perubahan lingkungan. Dalam menyikapi hal tersebut maka diperlukan adanya seleksi pegawai yang handal, berpotensi dan memiliki kredibilitas yang tinggi, motivasi para pegawai, pengembangan diri pegawai, dan menggali  potensi  diri  pegawai secara maksimal.

2. Kemampuan    mengelola    konflik.

Tidak dipungkiri dalam sebuah organisasi akan terjadi konflik antar anggota.  Disitu  diperlukan adanya toleransi agar tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan kinerja organisasi tidak maksimal.

3. Kemampuan    dan    sikap    untuk melakukan penilaian dan perbaikan. Organisasi harus selalu  melakukan penilaian dan perubahan terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pemahaman mengenai pentingnya kemampuan organisasi untuk menyesuaikan dengan tuntutan perubahan   sesungguhnya ditentukan oleh kemauan dan kemampuan untuk mengadakan penilaian dan selalu melakukan perbaikan.

Empat (4) tipe organisasi menurut Mahsun (2006), berdasarkan tujuan dan sumber pendanaannya yaitu:

1. Pure   profit   organization,   tujuan organisasi ini menyediakan atau menjual  barang  dan/atau  jasa dengan maksud untuk memperoleh laba.

2. Quasi  profit  organization,  tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan sasaran lainnya sebagaimana  yang  dikehendaki para pemilik.

3. Quasi    non    profit    organization, tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan memperoleh keuntungan.

4. Pure non profit organization, tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Dari keempat tujuan tersebut organisasi dapat dibedakan menjadi dua (2) kategori yaitu organisasi swasta dan organisasi sektor publik. Peranan kedua organisasi tersebut tentunya berbeda. Organisasi sektor publik yang memiliki pedoman dari Peraturan Pemerintah No 71   Tahun   2010.   Organisasi   sektor publik khususnya instansi pemerintah diharuskan mematuhi peraturan tersebut dalam  merealisasikan  anggaran. Capaian dari realisasi anggaran tidak hanya mencerminkan seberapa besar tingkat income yang di dapat, namun lebih di tekankan pada bagaimana organisasi sektor publik tersebut menyusun anggaran dengan berbasis kinerja. PP No 71 Tahun 2010 menggantikan PP No 24 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa penyusunan laporan  keuangan  yang  awalnya berbasis cash menjadi berbasis akrual.

Siagian (2002) menyatakan banyak faktor  yang  mempengaruhi  kinerja sektor publik yang dapat berpengaruh pada  capaiannya.  Dalam  dunia akademisi  berbagai  alternatif pengukuran di tawarkan, seperti contoh; Balance Scorecard, Auditing, ditinjau dari laporan keuangan dapat menggunakan pengukuran laporan keuangan return on investment (ROI) , return on asset (ROA), return on equity (ROE) dan lain sebagainya.

2.1.1 Organisasi Sektor Publik

Awal era tahun 1990 pemerintahan formal beranjak menjadi tata pemerintahan yang baik dalam menetapkan  administrasi  pemerintahan yang berdaya guna bagi keadilan masyarakat. Organisasi sektor publik sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu sebelum masehi Vernom Kam (1989)   dalam   Bastian   (2010).   Pada zaman mesir kuno organisasi sektor publik didirikan dengan maksud mengadministrasi laporan yang diperuntukkan ke Perdana Menteri. Akhirnya organisasi sektor publik terus berkembang sampai dengan saat ini. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang aktivitasnya mengedepankan kepentingan umum, pernyataan ini sejalan dengan Haryono (2013).

Organisasi sektor publik memakai Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 yang berorientasi pada kegiatan nirlaba. Dewasa ini banyaknya organisasi masyarakat, LSM dan sebagainya dapat menjadi tuntutan organisasi sektor publik untuk selalu memperbaiki kinerjanya, karena sumber kekayaan utama adalah dari masyarakat dan tujuannya pun untuk kesejahteraan masyarakat. Anggaran dari organisasi sektor publik disusun bersama masyarakat,  maksudnya  seluruh program kegiatan yang dilaksanakan sektor    publik    berdasarkan    aspirasi masyarakat yang di salurkan ke dewan perwakilan.

Kinerja organisasi sektor publik sangat dipengaruhi oleh kinerja dari individunya. Oleh karena itu sangat diperlukan  juga  pengembangan terhadap individu tersebut. Peningkatan kapasitas kinerja dari individu dapat di tunjang  oleh berbagai faktor. Haryono (2013) .
Tabel 1.1. Perbedaan antara organisasi sektor publik dengan swasta
	No
	Aspek Perbedaan
	Organisasi Sektor

Publik
	Organisasi non Sektor Publik

(Swasta)

	1
	Tujuan organisasi
	Pure non profit organization
	Pure profit organizatio, Quasi profit organization, Quasi non
profit organization

	2
	Sumber Pendanaan
	Pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMD/N, penjualan

asset Negara, dsb.
	Suber internal : Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Sumber eksternal : utang bank,

obligasi, penerbitan saham.

	3
	Pertanggungjawaban
	Kepada Publik/ Parlemen (DPR/DPRD)
	Kepada pemegang saham/kreditur

	4
	Struktur organisasi
	Birokratis, kaku dan

hirarkis
	Fleksibel, datar, pyramid, lintas

fungsional, dsb.

	5
	Karakteristik

anggaran
	Terbuka bagi publik
	Tertutup untuk public (Kecuali

perusahaan yang Go Public)

	6
	Sistem akuntansi
	Accrual Accounting sejak diterbitkannya

PP No 71 tahun 2010
	Accrual accounting

	7
	Kriteria keberhasilan
	Ekonomi, Efisiensi dan efektivitas tanpa tujuan mencari

keuntungan
	Laba dan juga mengedepankan Ekonomi, Efisiensi dan efektivitas

	8
	Kecenderungan sifat
	Organisasi politis
	Organisasi bisnis

	9
	Dasar operasional
	Di luar mekanisme

pasar
	Berdasar mekanisme pasar


Sumber : Data diolah
Pengertian kinerja berasal perfomence yang   berupa proses dan hasil kerja yang dapat diamati dan diukur, kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk proses da hasil kerja, atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan hasil kerja tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja  karyawan  dapat  di  lihat  dari hasil capaian sebuah isntansi, jika capaian instansi baik, maka dipastikan kinerja karyawan juga baik, namun sebaliknya jika capaian instansi buruk maka  sudah  dipastikan  kinerja karyawan tersebut juga buruk.


Tabel 2.1 Tabel Karakteristik Organisasi Sektor Publik

	Tujuan
	Untuk  mensejahterakan  masyarakat  secara  bertahap,  baik  dalam

kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasamani dan rohani

	Aktivitas
	Pelayanan Publik (public sevice) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan

penyediaan pangan.

	Sumber pembiayaan
	Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba  perusahaan  negara,  pinjaman  pemerintah,  serta  pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang

berlaku.

	Pola Pertanggungja waban
	Bertanggung kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat, seperti dalam prganisasi pemerintah yang meliputi Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  perwakilan  Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta dalam

yayasan dan LSM seperti dewan Pengampu.

	Kultur

Organisasi
	Bersifat Birokratis, Formal, dan berjenjang.

	Penyusunan

Anggaran
	Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan amggaran program publik di publikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan, akhirnya di DPR, DPD, DPRD, Majelis Syuro partai, Dewan pengurus LSM, atau dewan

pengurus yayasan.

	Stakeholder
	Dapat   dirinci   sebagai   masyarakat   indonesia,   para   pegawai organisasi, para kreditur, para investor, lembaga-lembaga internasioanal termasuk Lembaga Donor Internasional seperti Bank Dunia, International Monetary Fund, Asian Development Bank, Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nation Development Program,

USAID, dan Pemerintah Luar Negeri.


Sumber : Bastian (2010)
2.1.2 Kinerja Sektor Publik

Perkembangan sektor publik sedikit lebih  lambat  dibandingkan  dengan sektor swasta, hal ini dikarenakan sektor publik memiliki gerak yang terbatas. Setiap tindakan yang dilakukan sektor publik harus berada dalam peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Hal tersebut akan memperlambat dan mempersulit sistem kinerja dalam sektor publik. Meskipun demikian tujuan awal dari organisasi sektor publik adalah untuk memenuhi kesejahtaraan masyarakat. Dampak dari tujuan oragnisasi sektor publik tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.  Didukung  dengan organisasi masyarakat yang semakin banyak, hal tersebut mengakibatkan semakin banyak juga tuntutan yang memperumit sistem kinerja sektor publik. Kinerja pada sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor, namun yang   lebih   berperan   disini   adalah kinerja individu yang ada di dalam oragnisasi tersebut (Darto, 2014).

Menyikapi penilitian dari Suwarno (2005), dengan permasalahan yang begitu   rumit   tersebut,   maka   sektor publik memerlukan sebuah inovasi yang dapat merestrukturisasi sistem menjadi lebih baik bukan seperti saat ini yang memiliki  sistem  berbelit-belit  dan sangat rumit hanya karena tujuan memperoleh bukti atas kegiatan yang dilakukan demi mendapatkan keyakinan dari publik agar tidak ada tuntutan atas tindakan yang dilakukan. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh sektor publik    tidak    lepas    dari    anggaran.
Sejalan dengan hal itu, anggaran yang di realisasi dalam merealisasi sebuah program harus bernilai. Anggaran harus berbasis kinerja dan memiliki sasaran yang jelas agar termanfaatkan dengan baik sesuai porsi yang telah direncanakan, pernyataan ini sejalan dengan penelitian Anjarwati (2012), Kurrohman (2013).

2.2. Penelitian Terdahulu
Dalam kenyataannya capaian darik sektor  publik  adalah  untuk kesejahteraan masyarakat, tidak ada tujuan untuk memperoleh laba dalam realisasi programnya. Oleh karena itu pengukuran kinerja dari sektor publik sangatlah beragam. Pengukuran kinerja dari  sektor  publik  tidak  boleh  dilihat dari banyaknya laba yang diperoleh. Namun banyak aspek yang mendasari sektor publik unntuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu pengukuran sektor publik dapat di dasarkan pada kinerjanya.  Pengukuran  kinerja sangatlah  bermanfaat  untuk  organisasi itu sendiri. Pengukuran kinerja dapat difungsikan sebagai pembanding kinerja di masa lalu dan masa sekarang untuk melihat gambaran kinerja yang akan direalisasi di masa depan.
Audit adalah salah satu sarana pemerintah untuk mengetahui kinerja dari sebuah organisasi sektor publik. Audit dapat mengendalikan oragnisasi agar tidak melakukan tindakan fraud. Susbiyani (2017) berpendapat bahwa Audit tidak hanya terbatas pada audit atas laporan keuangan dan audit dengan tujuan  tertentu, namun  perlu diperluas dengan  melakukan  audit  terhadap kinerja pemerintah. Audit juga dapat digunakan sebagai pengukuran terkait kinerja sektor publik, yang selanjutnya dari hasil audit tersebut dapat dibandingkan untuk koreksi kinerja dan perbaika kinerja di masa depan. Selain audit masih banyak lagi pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja pada sektor publik. Pengukuran-pengukuran tersebut tergantung  orientasi  dasar  dari kebutuhan organisasi ingin melakukan pengukuran  di  bagian  mana. Pengukuran kinerja merupakan bagian penting bagi proses pengendalian manajemen bagi sektor publik, menurut Mahmudi  (2010)  dalam  Hariyono (2013) terdapat enam tujuan dalam pengukuran kinerja sektor publik yaitu:

1. Untuk         mengetahui         tingkat ketercapain tujuan organisasi.
2.
Menyediakan  sarana  pembelajaran pegawai.

3. Memperbaiki kinerja pada periode berikutnya.

4. Memberikan   pertimbangan   yang sistematik dalam pembuatan keputusan reward dan punishment.

5. Memotivasi pegawai.

6. Menciptakan akuntabilitas publik.

3. 
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif   kualitatif   yaitu   penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan variable yang diteliti dalam suatu situasi. Menurut Sugiyono (2007), terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas penelitian yaitu kualitas  instrumen  penelitian  dan kualitas  pengumpulan  data.  Penelitian ini menggabungkan beberapa pendapat dari peneliti sebelumnya sebagai dasar pengungkapan terkait kinerja sektor publik dan pengukurannya.

Penelitian ini memadukan beberapa penelitian sebagai dasar pengungkapan aspek-aspek yang terkandung dalam pokok bahasan. Berbagai macam penelitian  yang  terkait  digunakan sebagai bahan referensi dan pengungkapan suatu kebenaran. Dari paduan  beberapa  penelitian  terdahulu akan diperoleh hasil dan ditarik kesimpulan sebagai tujuan akhir dari penelitian ini.

4. 
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Kinerja Organisasi Sektor Publik dan Pengukarannya
Setiap organisasi tentunya memiliki target untuk di capai, sebuah capaian tersebut perlu diukura agar diketahui kebermanfaatannya. Seperti halnya organisasi swasta yang memiliki tujuan mencari income dan dapat ekspansi, berbedahalnya dengan organisasi sektor publik yang tujuannya adalah untuk melayani masyarakat. Namun meskipun demikian organisasi sektor publik tetap memiliki tujuan yang harus dicapai, dan diperlukan adanya pengukuran atas capaian tersebut agar hasil dapat dibandingkan, di ketahui keberhasilan tujuan,  dan  sebagai  dasar  penetapan capaian di masa mendatang. Kinerja organisasi  publik  harus  dilihat  secara luas dengan mengidentifikasi keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendekatan dalam pengukuran kinerja bisa dimodifikasi agar layak digunakan untuk menilai kinerja akuntabilitas publik dengan sebenarnya. Balanced Scorecard  dan  Value  for  Money  bisa digunakan dalam berbagai macam cara agar mampu mendeteksi ketercapaian organisasi publik dalam melayani pelanggan (masyarakat).

Doherty and Horne (2002) menyatakan ada tiga (3) E ditambah dengan tiga (3) E yang lainnya, suatu aspek yang dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja, yaitu : efisiensi, efektivitas, ekonomi, serta equity, empati  dan  ekologis.  Sejalan  dengan hal tersebut, penilaian kinerja sebaiknya mengandung  indikator  kinerja,  yaitu: (1) memperhatikan setiap aktivitas organisasi dan menekankan pada perspektif pelanggan, (2) menilai setiap aktivitas dengan menggunakan alat ukur kinerja  yang  memberikan  kesan terhadap pelanggan, (3) memperhatikan semua aspek aktivitas kinerja secara komprehensif yang mempengaruhi pelanggan, dan (4) menyediakan informasi berupa umpan balik untuk membantu  anggota  organisasi mengenali permasalahan dan peluang untuk melakukan perbaikan.

Kinerja organisasi sektor publik yang  bersifat  multidimensional memiliki makna bahwa tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk  menunjukkan  tingkat keberhasilan secara komprehensif untuk semua jenis organisasi sektor publik, dengan begitu indikator kinerja yang dipilih akan sangat bergantung pada faktor kritikal keberhasilan yang telah diindentifikasi. Karena adanya sifat multidimensional atas kinerja organisasi sektor publik tersebut maka pengukuran kinerja instansi pemerintah haruslah dibuat sekomprehensif mungkin dengan mempertimbangkan  berbagai  aspek yang dapat mempengaruhi kinerja. Menurut Niven (2003) terdapat enam konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik dan organisasi non profit, yaitu:

1. Financial  accountability:  Hanya berfokus pada seberapa besar anggaran yang telah dikeluarkan.

2. Program   products   or   output: Bergantung   pada   jumlah   produk atau jasa yang dihasilkan dan beberapa jumlah orang yang dilayani.

3. Adherence to standards quality in service  delivery:  Terkonsentrasi pada   pelayanan   yang   mengarah pada   ketentuan   badan   sertifikasi dan akreditasi pemerintah. Badan tersebut juga bertujuan untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk/jasa yang mereka berikan.

4. Participant   related   measures: Menekankan pentingnya kepastian pemberian pelayanan hanya kepada mereka yang membutuhkan, organisasi sektor publik akan melakukan penilaian klien atau pelanggan yang akan dilayani berdasarkan status demografinya, sehingga bisa ditentukan mana pelanggan yang layak mendapatkan pelayanan terlebih dahulu.

5. Key                            performance indicators: Pengukuran  kinerja yang  berdasarkan  pada pembentukan kriteria-kriteria tertentu yang dapat mewakili semua area yang ingin dinilai, untuk kemudian disusun indikator- indikator yang mampu mengukur criteria tersebut.

6. Client   satisfaction:  pengukuran kinerja  organisasi  publik didasarkan  pada  kepuasan pelanggan atas penyediaan barang atau pelayanan publik. Beberapa faktor utama yang menentukan kepuasan  pelanggan  yaitu: ketepatan waktu pelayanan, kemudahan  untuk  mendapat layanan dan kepuasan secara keseluruhan.

Pengukuran kinerja merupakan tindakan yang dilakukan terhadap seluruh  rangakian  aktivitas  yang bernilai  yang  dilakukan  organisasi untuk mendapatkan gambaran hasil kinerja organisasi. Hasil dari pengkuran tersebut dapat digunakan sebagai pembanding kinerja organisasi sebelumnya dan sekarang untuk mendapatkan gambaran kinerja masa depan.

4.2 Kendala    Dalam    Pengukuran Kinerja
Hal-hal yang dapat menghambat kinerja sektor publik menurut Ball (2011): Gambaran  ini mengidentifikasi  hal-hal dari  sektor  publik  yang  berkontribusi pada   berbagai   model   yang   berbeda. Banyak  dari  permasalahan  ini  dapat membuat    manajemen    kinerja    yang kurang     efektif     karena     kekurang flexiblenya hal tersebut di sektor publik yang antara lain:

1. Kurangnya motif keuntungan yang dominan untuk menyederhanakan alokasi sumber daya. Organisasi sektor swasta dapat dengan mudah menentukan di mana harus menginvestasikan  upaya  dan sumber daya untuk memaksimalkan hasil      keseluruhan.      Meskipun banyak   organisasi   sektor   publik yang memiliki sumber penghasilan atau bahkan laba, tujuan utamanya adalah memberikan layanan publik untuk mencapai hasil tertentu. Layanan tersebut harus ditujukan kepada  pengguna  (masyarakat) yang mungkin belum tentu ingin menerimanya.

2.
Politik, yang mempengaruhi hampir seluruh dari karakteristik dasar sektor   publik   hingga   pengaturan tata kelola dan frekuensi serta filosofi di balik upaya reformasi.

3.
Penerapan  sistem  yang  rumit  dan banyak  pemangku  kepentingan yang membuatnya lebih sulit untuk mengelola kegiatan. Badan-badan sektor publik sering menggunakan badan atau pemangku kepentingan lain untuk membantu mereka memberikan layanan. Misalnya, pendanaan untuk layanan mungkin diputuskan di tingkat nasional dan kemudian diserahkan ke badan- badan lokal, yang mungkin menggunakan organisasi sektor ketiga untuk memberikan layanan.

4. Hubungan  sebab  dan  akibat  yang tidak jelas, sasaran sektor publik seperti meningkatnya literasi,  atau mengurangi kejahatan, dipengaruhi oleh banyak masalah yang berbeda yang melaluai mekanisme program dan organisasi yang berbeda. Efek mengubah penyebab utama tidak dapat dengan mudah diisolasi.

5. Wujud sistem baru yang tertunda, pencapaian atau kemajuan terhadap banyak tujuan sektor publik, terutama yang bersifat preventatif, mungkin  tidak  dapat  diamati selama 1 satu tahun atau bahkan beberapa dekade. Hal tersebut menyebabkan lambatnya perkembangan organisasi sektor publik.

Sikap terhadap akuntabilitas dan transparansi. Banyak negara berjuang dengan korupsi, nepotisme, pemerintahan  yang  buruk  atau kurangnya  keterbukaan.  Bahkan pembuat kebijakan di negara-negara tanpa masalah ini dapat menolak pengawasan   keputusan   yang   populer atau  bermotif  politik,  daripada keputusan berdasarkan bukti.

Pengukuran kinerja pada sektor swasta bertumpu pada aspek financial karena tujuannya adalah mencari laba sehingga mudah diukur karena bersifat kuantitatif dan nyata. Namun kondisi ini berbeda  dengan  organisasi  sektor publik,  dimana  penilaian  keberhasilan organisasi sektor publik dalam menjalankan fungsinya adalah kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat atas penyediaan barang dan jasa publik yang bersifat kualitatif.

5.
KESIMPULAN DAN KETERBATASAN
5. 1 Kesimpulan
Setiap organisasi sebelum menjalankan operasinya tentunya memiliki perencanaan, dari perencanaan tersebiut disusun berbagai aspek yang terkandung dalam operasi nantinya, mulai dari keuangan, kondisi lapangan, kondisi perkerja dan lain sebaginya. Aspek-aspek  tersebut  sangat berpengaruh karena merupakan modal yang terkandung dalam organisasi. Tentunya dari hal tersebut oragnisasi memiliki  tujuan   yang  ingin   dicapai, tidak menutup kemungkinan organisasi sektor publik. Kinerja organisasi sektor publik bersifat multidimensional memiliki makna bahwa tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk  menunjukkan  tingkat keberhasilan secara komprehensif untuk semua jenis organisasi sektor publik, dengan begitu indikator kinerja yang dipilih akan sangat bergantung pada faktor kritikal keberhasilan yang telah diindentifikasi. Dalam pembahasan diatas ssangat banyak sekali pengukuran kinerja yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Namun penerapan pengukuran tergantung pada kondisi organisasi dan keinginan pimpinan.

5.2 Keterbatasan
Penelitian ini hanya menggunakan literatur - literatur        dari        penelitian sebelumnya yang di rangkung menjadi sebuah referensi kemudian di tarik menjadi kesimpulan sedemikian rupa. Permasalahan-permasalah  yang  terjadi di lapangan tentunya setiap tahun akan berbeda.  Penelitian  ini  tidak  melihat pada aspek tersebut, maka dari itu penelitiaan ini terbatas pada teori.
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